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STUDI ANALISIS PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI
DAN PENGADILAN AGAMA

Sigit Setyawan
Nim. 1423201039

ABSTRAK

Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia seorang yang hendak
mengangkat anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk
mengadopsi anak atau pengangkatan anak. Permohonan mengajukan anak
dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama maupun melalui Pengadilan
Negeri akan tetapi permohonan pengangkatan anak melalui Pengadilan
Negeri dengan permohonan pengangkatan anak melalui Pengadilan Agama
tidaklah sepenuhnya sama. Fokus pada penelitian ini adalah mengenai
pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan
(Library Research) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya
diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan ini dan juga
literatur-literatur lainnya, atau mencari informasi riset melalui membaca
jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di
perpustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku
yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini dan juga
literatur-literatur lainnya kemudian dibandingkan dan dianalisis menjadi
sebuah kesimpulan.

Dari penelitian ini penulis mendapatkan beberapa kesimpulan yaitu
menurut Pengadilan Agama konsep atau tatacara pengangkatan anak harus
searah dengan hukum Islam, baik mengenai hubungan nasab dengan orang
tua yang telah melahirkannya, telah dijelaskan dalam surat al-Ahzab ayat 4
dan 5 kemudian disamping itu pula anak angkat tidak akan mendapatkan
harta warisan dari orang tua angkatnya, dan begitu pula sebaliknya orang tua
angkat tidak akan mendapatkan harta warisan dari anak angkatnya. Semua itu
pada dasarnya haruslah melihat untuk kepentingan yang terbaik bagianak agar
dapat berkembang jasmani maupun rohani anak tersebut. Pengangkatan anak
di Pengadilan Negeri mengakibatkan perpindahannya keluarga dari orang tua
kandungnya kepada orang tua yang mengangkatnya. Status anak tersebut
seolah-olah dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Jadi status anak
angkat itu sama dengan anak sah dan di dalam hukum waris ia disebut juga
sebagai ahli waris terhadap kedua orang tua angkatnya tersebut dengan
pembatasan anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang
tidak diwasiatkan.

Kata kunci: Pengangkatan Anak, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri.
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Artinya: boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan
boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah
mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui. (QS. Al Bagarah: 216)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

| alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
- ba’ B Be
¥ ta’ T Te
& $a S es (dengan titik di atas)
z jim J Je

z ha h ha (dengan titik di bawah)
d kha’ Kh kadan ha

> dal D De

3 Zal V4 zet (dengan titik di atas)
) ra’ R Er

) zai z Zet

o Sin S Es

o syin Sy Es dan ye
e Sad s es (debna%z\:llg ht)itik di
P dad d de (dengan titik di bawah)
b ta’ t te (dengan titik di bawah|
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b za' z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain Koma terbalik keatas
'C gain G Ge

) fa' F Ef

) qaf Q Qi

4 kaf K Ka

J Lam L El

¢ mim M Em

J nun N En

9 waw W w

2 ha' H Ha

3 hamzah ' Apostrof

S ya' Y Ye

B. Vokal

Vokalbahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek,

vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat

yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
_ Fathah fathah A
— Kasrah Kasrah I
5 Dammah dammah U




2. Vokal Rangkap.
Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama Huruf | Nama Contoh Ditulis
Latin
Fat/iah dan ya’ Ai  |adani < Bainakum
Fathah dan Wawu | Au |adanu Js Qaul

3. Vokal Panjang.
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan

huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis a Contohiksls- ditulis jahiliyyah

Fathah+ ya’ ditulis a Contoh, 5 ditulis tansa®

+ s . : 17 . - -
Kasrah + ya’ mati ditulis 1 Contohe,S ditulis kar/m

Dammah + wawu mati ditulis G

Contoh_,> 9 2 ditulis furid

C. Ta’ Marbiutah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

< Ditulis Akmah

5 Ditulis jizyah

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

4‘3&\3@.&3 Ditulis ni ‘matullah

3. Bila ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ditranslitrasikan dengan h (h).



Contoh:

JUbYias,, Raugah al-affal
AT Al-Madinah al-Munawwarah
D. Syaddah (Tasydid)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

T Ditulis mutaaddidah
sis Ditulis ‘iddah
E. Kata SandangAlif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

<4 Ditulis al-hukm

V‘w Ditulis al-galam

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah
Ll Ditulis as-Sama’
3, Ditulis at-tariq
F. Hamzah

Hamzah vyang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis

apostrof.Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalmiat ditulis alif. Contoh:

e Ditulis syai ‘un
(s

Jals Ditulis ta’khuzu
o Ditulis umirtu

=

Xi
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Bekang Masalah

Islam merupakan agama yang memiliki konsep rahmatan lil ‘alamin
artinya dalam segala bentuk aturan yang ditetapkan dalam Islam memiliki
tujuan atau hikmah tertentu bagi manusia, seperti halnya pernikahan.
Pernikahan merupakan sebuah keniscayaan bagi manusia, hal ini disebabkan
karena manusia memiliki kecenderungan untuk hidup secara bersama-sama.
Dari sinilah Allah dan Rasul-Nya memerintahkan bagi para umatnya yang
sudah mampu untuk segera melangsungkan pernikahan. Anjuran untuk segera
menikah bagi seseorang sudah mampu disebabkan karena dengan menikah
seseorang dapat terbentengi diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT.!
Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa manusia memiliki tabiat tidak
dapat hidup menyendiri oleh karenanya mereka membutuhkan teman atau
seseorang yang dapat menemani dirinya menjalani kehidupan. Sebab dalam
suatu ‘kehidupan seseorang akan menemukan suatu permaslahan yang
komplek oleh karenanya perlu seseorang yang dapat memberi ketenangan dan
ketentraman untuk menjalankan aktifitas kehidupannya. Dalam al-Qur’an

ketenangan dan ketentraman yang dibutuhkan oleh seseorang dapat

! Muhammad Faisal Hamdani, Nikah Mut’ah, (Tangerang: Gaya Media Pertama, 2008),
him. 29.



ditemukan dalam suatu ikatan pernikahan® sebagaimana yang terdapat dalam
al-Qur’an surat ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

g3 835 28 s L) 1 gl R 1 280 Gl O T s
0yRa 38 Y S5

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Rum: 21)?

Dalam ayat di atas Allah SWT mejanjikan ketenangan dan
ketentraman bagi mereka yang melangsungkan pernikahan. Ketentraman
yang dimaksud disini bukan sekedar ketentraman karena diperbolehkannya
melakukan hubungan seksual semata melainkan ketenangan karena telah
terpenuhinya kebutuhan psikologis. Setiap individu merasa memiliki
kekurangan atau rasa kekosongan yang perlu dipenuhi, kelemahan yang perlu
diperkuat atau rasa kesepian yang hanya dapat dihilangkan oleh seseorang
yang benar-benar mencintainya. Jadi perkawinan dalam Islam lebih daripada
sekedar sarana untuk mendapatkan kepuasan seksual secara sah; tetapi ia
adalah lembaga amat penting yang mengamankan hak-hak pria, wanita dan
anak-anak sembari memuaskan kebutuhan-kebutuhan fisik, emosional dan

intelektual para anggota keluarganya. Nabi Muhammad SAW. menjelaskan

arti pentingnya perkawinan dengan sabdanya:

2 Chuzaiman T. Yanggo dan Hafiz Anshary, Problematika Hukum Islam Kontemporer,
(Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2009), him. 114.

® Departemen Agama RI, Qur’an dan Terjemah (Surakarta: CV Al-Hanan, 2009), him.
51.



Bila seseorang hamba Allah menikah, berarti dia telah menyempurnakan
sseparuh kewajiban agamanya dan dia harus bertakwa kepada Allah
untuk menyempurnakan yang separuhnya lagi.

Selain untuk memperoleh ketenangan pernikahan juga memiliki
tujuan untuk melestarikan keturunan (nasl). Mempunyai anak adalah
fitrahnya manusia yang tidak biasa dibantahkan. Karena anak merupakan
seseorang yang akan meneruskan perjuangan orang tuanya kelak. Meskipun
tidak semua orang dapat mempunyai anak rasa kasih sayang terhadap seorang
anak tetap ada pada dirinya.* Karena anak merupakan penerus perjuangan dan
generasi yang dapat merubah sebuah tatanan masyarakat menuju lebih maju
dan sejahtera karena Allah SWT menjadikan mereka saling mengenal satu
sama lain, bersatu padu, bekerja sama dan bergotong royong dalam
memenuhi kebutuhan mereka di muka bumi ini dan saling nasehat-
menasehati dalam kebaikan, kebenaran, kasih sayang, ketakwaan dan
kesabaran agar tugas kekhalifan yang mereka sandang lebih ringan dan
mudah untuk dilaksanakan yakni sebagai hamba Allah SWT.>

Pernikahan juga dapat = memelihara keturunan dengan baik,
memperjelas keturunan seseorang, siapa ayah dan ibunya ‘dan seterusnya.
Sehingga manusia akan tertata dan terjaga dengan rapi dan dapat diketahui
siapa yang harus bertanggung jawab terhadap diri, harta, jiwa dan
pendidikan mereka. Ringkasnya pernikahan akan menimbulkan ketenangan,
ketentraman, pemeliharaan kehormatan dan keturunan serta kemuliaan jiwa

dan pribadi. Pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang baik biasanya

116.

* Bgd. Armaidi Tanjung, Free Sex No! Nikah Yes!, (Jakarta: AMZAH, 2007), him. 115-

® Muhammad Faisal Hamdani, Nikah Mut’ah., him. 30.



juga akan melahirkan keturunan-keturunan (anak-anak) shalih yang akan
menjadi penyambung amal bagi kedua orang tuanya.®

Anak bagi setiap orang tua merupakan suatu yang sangat penting
adanya, karena anak merupakan suatu generasi yang akan meneruskan
perjuangan orang tuanya mendatang. Lebih dari itu, anak merupakan suatu
regenerasi dalam memikul tampu kepemimpinan selanjutnya. Sehingga para
orang tua yang telah menikah akan segera berusaha dan akan secepatnya
mencanangkan program mendapat momongan.

Namun demikian, tidak semua orang tua beruntung, dalam artian
setelah menikah mereka cepat mendapatkan momongan. Tidak jarang ada
seseorang yang sudah menikah bertahun-tahun tetapi belum juga diberi
kepercayaan oleh Allah untuk diberi amanah berupa anak. Akibatnya rumah
tangga yang tidak memiliki keturunan akan menjadi suatu rumah tangga
kurang harmonis.

Pasangan keluarga yang sudah lama tidak memiliki momongan
biasanya akan berusaha dengan segala cara agar dapat memiliki momongan.
Bahkan ada sebagian pasangan suami istri mengangkat anak orang lain, bila
memang tidak memungkinkan lagi untuk memperoleh anak dari istrinya,
sementara mereka tetap ingin mempertahankan rumah tangga yang dibina.’
Hal ini tentu saja agar permasalahan-permasalahan yang timbul akibat tidak

mempunyai keturunan tersebut di atas dapat teratasi. Tidak jarang pasangan

® Ibid., him. 31-32.
" Bgd. Armaidi Tanjung, Free Sex No!., him. 113-114.



suami istri juga menghabiskan banyak uang untuk berobat kesana kemari
demi mendapatkan keturunan.

Namun jika upaya-upaya tersebut tidak berhasil, maka biasanya
mereka akan melakukan upaya yang lain yakni dengan cara pengangkatan
anak. Pengangkatan anak bukanlah suatu hal yang asing, karena
pengangkatan anak sudah ada sejak zaman dahulu. Dalam Islam pun
pengangkatan anak tidak dilarang oleh agama. Hanya saja Islam menetapkan
syarat-syarat yang ketat dalam cara pengangkatan anak. Misalnya ketentuan
nasab yang tetap harus disematkan pada orang tua kandungnya bukan pada
orang tua angkatnya.

Dalam perturan perundangan di Indonesia pengangkatan anak diatur
dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak,
motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang
terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.? Ketentuan ini sangat
memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat
tergantung dari orang tuanya.

Pada hakikatnya Islam mendukung adanya usaha perlindungan anak
yang salah satu caranya adalah dengan melakukan pengangkatan anak.
Adapun pengangkatan anak yang diperbolehkan dalam Islam tentu saja yang
memiliki arti mengangkat anak semata-mata karena ingin membantu dalam

hal mensejahterakan anak tersebut dan juga memberikan perlindungan tanpa

® Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 Ayat 1.



menjadikannya sebagai anak kandung. Maka dari itu, tidak ada hubungan
khusus antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat mengenai masalah
keperdataan seperti perwalian dan kewarisan. Karena apabila kita menengok
kembali kepada tujuan dari pengangkatan anak tersebut, maka pengangkatan
anak dilakukan atas dasar tolong menolong sesama manusia.

Perwalian terhadap anak angkat, dapat dikaji dari apek definisi anak
angkat sebagaimana diatur Pasal 1 angka 9 UU No. 23/2002 yang
menyatakan bahwa ”Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari
lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang
bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak
tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau
penetapan pengadilan”. Bertitik tolak dari definisi tersebut dapat dipahami
bahwa perwalian terhadap anak angkat telah beralih dari orang tua
kandungnya kepada orang tua angkatnya.®

Dari sini nampak adanya perbedaan antara Pengadilan Agama
dengan Pengadilan Negeri mengenai status pengangkatan anak. Perbedaan
status hukum ini mungkin juga didasarkan pada sumber hukum yang berbeda
dan mungkin ada perbedaan-perbedaan lain dalam pengangkatan anak.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengkaji lebih
lanjut mengenai pengangkatan anak melalui Pengadilan Agama dan
pengangkatan anak melalui Penganadilan Negeri dengan judul “Studi

Analisis Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri .

° Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan , Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam
(Jakarta: Kencana, 2008), him. 223-224.



B.

C.

D.

Penegasan Istilah
Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan salah pengertian sehingga
jelas arah dan maksud penulis terhadap penelitian di atas maka istilah yang
perlu mendapat penjelasan dalam judul tersebut adalah Anak Angkat. Dalam
kamus umum bahasa Indonesia mengartikan anak angkat adalah anak orang
lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak
sendiri."
Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah di atas penulis merumuskan masalah
sebagai berikut :
1. Bagaimana praktik pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan
Pengadilan Negeri?
2. Bagaimana akibat hukum Pengangkatan Anak dengan penetapan dari
Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri?
Tujuan Dan Manfaat Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Mengetahui praktik pengankatan anak di Pengadilan Agama dan
Pengadilan Negeri.
2. Mengetahui akibat hukum Pengangkatan Anak dengan Penetapan dari

Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

31.

19 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka , 1976), him.



Sedangkan manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Menambah wawasan keilmuan mengenai proses pengangkatan anak di
pengadilan agama maupun proses pengankatan anak melalui pengadilan
negeri.

2. Sebagai salah satu sumbangsih keilmuan dalam bidang hukum khususnya
dalam hal pengangkatan anak di pengadilan agama dan pengadilan negeri.

E. Kajian Pustaka
Penelitian mengenai pengangkaan anak sudah banyak dilakukan di
antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Arif Fatoni dengan judul
skripsi Praktek Adopsi di Desa Sawangan Kecamatan Patikraja Kabupaten

Banyumas Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Dalam skripsi

tersebut Arif Fatoni membandigkan prektek adopsi anak menurut hukum

Islam dengan hukum positif, akan tetapi penelitian tersebut dilakukan disalah

satu desa yang sering melakukan adopsi anak tanpa melalui jalur peradilan

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.™
Selain itu pengangkatan anak juga pernah ditulis dalam beberapa
buku diantaranya Ahmad Kamil dan M. Fauzan yang menulis buku berjudul

Hukum Perlindugan dan Penanggkatan Anak di Indonesia. Dalam buku

tersebut Ahmad Kamil dan M. Fauzan memberikan gambaran mengenai

hukum-hukum perlindungan dan pengangkatan anak yang ada di Indonesia,
seperti hukum perlindungan dan pengangkatan anak berdasarkan hukum

Islam, staatsblad nomor 129 tahun 1917, pengangkatan anak dalam hukum

1 Arif Fatoni, “Praktek Adopsi di Desa Sawangan Kecamatan Patikraja Kabupaten
Banyumas Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” Skripsi tidak ditterbitkan, IAIN
Purwokerto: 2016., him. 7.



adat, serta perlindungan dan pengangkatan anak Dalam peraturan perundang-
undangan.*?

Bukan hanya itu pengangkatan anak juga ditulis oleh Andi Syamsu
Alam dan M. Fauzan dalam buku tersebut Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan
memberikan gambaran mengenai pengangkatan anak berdasarkan sudut
pandang hukum Islam. Dalam buku tersebut pengangkatan anak berarti
mengambil anak dari orang lain untuk dijadikan sebagai anaknya. Dimana
degan pengangkatan anak menimbulkan akibat hukum, nazab anak tetap pada
orang tua kandungnya, selain itu anak angkat dengan orang tua angkat tetap
tidak ada hubungan mahram antara keduanya.*®

Pengangkatan anak juga ditulis oleh Musthofa dengan judul
Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama. Dalam buku tersebut
berisi mengenai dasar-dasar hukum pengangkatan anak yang ada di Indonesia
diantaranya pengangkatan anak berdasaran staatsblad 1917 nomor 129,
pengangkatan anak bedasarkan hukum adat, pengangkatan anak berdasarkan
peraturan perundang-undangan di. Indonesia serta pengangkatan anak
berdasarkan hukum Islam. Menurut Mustofa pengangkatan anak merupakan
kewenangan dari Pengadilan Agama hal ini didasarkan atas surat edaran
Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan
anak, yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentag

penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 dan dilengkapi dengan SEMA

2. Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di
Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), him. 19.

3 Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan , Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam
(Jakarta: Kencana, 2008), him. 50
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Nomor 4 Tahun 1989 tentang pengangkatan anak serta SEMA Nomor 3
Tahun 2005.*

Berdasarkan literatur yang ada peneliti menemukan skripsi yang sama
yaitu Praktek Adopsi di Desa Sawangan Kecamatan Patikraja Kabupaten
Banyumas Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif akan tetapi penelitian
yang ada berbeda dengan penelitan yang dilakuan oleh peneliti. Dalam
penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih mengfokuskan pengangkatan
anak yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.
Sedangkan penelitan yang ada berfokus pada pengangkatan anak yang
dilakukan disuatu daerah dengan cara yang sudah dilakukan di daerah
tersebut. Dengan demikian penelitian ini diberikan judul “Studi Analisis
Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri ™.

F. Metode Penelitian
Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan
(Library Research) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya
diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan ini dan
juga literatur-literatur lainnya,” atau mencari informasi riset melalui

membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi

1 Musthofa, Pengangkata Anak Kewenangan Pengadilan Agama (Jakarta: Kencaana,
2008), hal 83.

15 Abuddin Nata, Metode Studi Islam (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), cet. Ke-1V, him.
125.
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yang tersedia di perpustakaan.’* Penelitian ini dilakukan dengan
mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan masalah yang dibahas
dalam penelitian ini dan juga literatur-literatur lainnya kemudian
dianalisis menjadi sebuah kesimpulan.
2. Sumber Data
Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan
sebelum melakukan analisis lebih jauh. Dalam pengumpulan data peneliti
banyak menggali data-data kepustakaan atau literatur-literatur buku yang
berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Sumber data yang dimaksud
dikategorikan dalam dua jenis sumber data, yaitu:
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah sumber data yang langsung
diperolen dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan khusus.*
Berdasarkan teori di atas, maka bahan hukum primer yang peneliti
gunakan adalah:
1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pedrlindungan Anak
2) Peraturan pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak
3) Kompilasi Hukum Islam

4) Staatsblad 1927 Nomor 129

16 Rosady Ruslan, Metode Penelitian Publik dan Komunikasi (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2001), him. 31.
' Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Iimiah (Bandung: Tarsito, 1994), him. 134.
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b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan
penjelasan mengenai sumber data primer. Data yang diperoleh pihak
lain, tidak diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya.
Sumber sekunder merupakan sumber yang mendukung bukan
sumber utama. Dalam hal ini merupakan sumber data yang
mendukung proses penelitian ini, data-data sekunder ini peneliti gali
dari buku-buku yang memuat tentang pengangkatan anak.
3. Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data peneliti  menggunakan metode
pengumpulan data melalui dokumentasi. Metode ini digunakan untuk
mencari data yang berkaitan dengan variabel-variabel atau masalah yang
bersumber dari buku-buku, transkip, catatan, majalah, manuskrip, surat
kabar, dan lain-lain.*®
4. Metode Analisis Data
Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah
metode Content Analysis yaitu teknik penelitian yang digunakan untuk
menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang

dilaksanakan secara obyektif dan sistematis.*

18 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: Rineka
Cipta, 2002), him. 206.

1% Haidar Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), him.
8.
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G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap skripsi ini,
maka penulis kemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisannya,
yang terdiri dari empat bagian, yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang membahas tentang latar
belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika
pembahasan.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang Pengangkatan anak. Dalam
bab ini menjelaskan pengertian, hukum, syarat, tujuan, hak dan kewajiban
pengangkatan anak.

Bab ketiga adalah Analisis Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama
dan Pengadilan Negeri.

Bab keempat adalah Penutup, berisi perihal kesimpulan dari hasil

analisis Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari pembahasan-pembahasan yang terdahulu, penulis dapat
mengambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut di antaranya adalah
sebagai berikut:
1. Dalam praktik pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan
Negeri antara lain :
a. Prosedur
Prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan
Pengadilan Negeri sama. Pengangkatan anak yang sudah memalui
pemeriksaan meliputi proses mengajukan permohonan pemohon,
pencatatan perkara pengadilan, penetapan biaya perkara dan beracara
secara cuma-cuma, penetapan hari sidang, pembuktian dan
kesimpulan yang diajukan oleh pemohon telah selesai, maka hakim
akan menjatuhkan putusan terhadap perkara ‘tersebut. yang
membedakan adalah mengenai biaya beracara di pengadilan.
b. Tujuan
Hukum Islam hanya mengakui bahkan menganjurkan,
pengangkatan anak bertujuan untuk pemungutan dan pemeliharaan
anak, dalam artian status kekerabatannya tetap berada di luar

lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak
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mempunyai akibat hukum apa-apa. Hukum tersebut menjadi prinsip
Pengadilan Agama dalam pengangkatan anak. Berbeda dengan tujuan
pengangkatan anak di Pengadilan Negeri yang dimana bertujuan
bukan hanya untuk pemungutan dan pemeliharaan anak demi
kebaikan anak angkat, tetapi juga bisa menimbulkan hubungan nasab.
Seperti yang diatur pada Staatblaad tahun 1917 No0.129. Meskipun
dalam putusan tidak tertulis akan tetapi dalam pelaksanaanya tetap
sah.
c. Dasar Hukum Pengangkatan

Dasar hukum yang digunakan Pengadilan Agama adalah
berdasarkan pertimbangan hakim dianataranya adalah Undang-undang
No. 3 Tahun 2006, Undang-undang No. 23 Tahun 2002, Kompilasi
Hukum Islam, Undang-undang No. 4 Tahun 1979 dan ditegaskan
berdasarkan al-Qur’an dalam surat al-Ahzab ayat 4 dan 5. Sedangkan
dasar hukum pengangkatan anak yang digunakan hakim pada putusan
Pengadilan Negeri adalah. tidak menggunakan Kompilasi Hukum
Islam.

2. Akibat Hukum Pengangkatan Anak
a. Pengadilan Agama

Undang-undang nomor 3 tahun 2006 pasal 49 ayat (1) a dan (2)
tentang perkawinan, adapun yang dimaksud perkawinan itu adalah
yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 poin 20 yaitu

“Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak
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berdasarkan hukum Islam”. Jadi jelas bahwa menurut Pengadilan
Agama konsep atau tatacara pengangkatan anak harus searah dengan
hukum Islam, baik mengenai hubungan nasab dengan orang tua yang
telah melahirkannya, telah dijelaskan dalam surat al-Ahzab ayat 4 dan
5 kemudian disamping itu pula anak angkat tidak akan mendapatkan
harta warisan dari orang tua angkatnya, dan begitu pula sebaliknya
orang tua angkat tidak akan mendapatkan harta warisan dari anak
angkatnya. Semua itu pada dasarnya haruslah melihat untuk
kepentingan yang terbaik bagianak agar dapat berkembang jasmani
maupun rohani anak tersebut. adanya pengangkatan anak
mengakibatkan.
Pengadilan Negeri

Pengangkatan Anak pada Pengadilan Negeri perpindahannya
keluarga dari orang tua kandungnya kepada orang tua yang
mengangkatnya. Status anak tersebut seolah-olah dilahirkan dari
perkawinan orang tua angkat. Jadi status anak angkat itu sama dengan
anak sah dan di dalam hukum waris ia disebut juga sebagai ahli waris
terhadap kedua orang tua angkatnya tersebut dengan pembatasan anak
angkat tersebut hanyamenjadi ahli waris dari bagian yang tidak
diwasiatkan. Hak Waris, menurut Staatshblad, anak angkat memiliki

hak waris sebagimana hak waris yang dimilki oleh anak kandung.
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B. Saran
Setelah mempelajari pembahasan-pembahasan di atas, maka penulis
memberikan saran mengenai pengangkatan anak di Pengadilana Agama dan

Pengadilan Negeri. Saran penulis di antaranya sebagi berikut:

1. Disarankan kepada masyarakat agar dalam pengangkatan anak dapat
dilakukan secara tercatat dengan putusan pengadilan. Dengan dilakukannya
hal ini akan menghindari perselisihan di belakang hari, dan juga kepada
Pengadilan agar dalam diktum keputusannya bahwa anak angkat itu diminta
kepada catatan Sipil untuk didaftarkan telah diangkat.

2. Disarankan kepada Pemerintah harus segera mewujudkan Undang-Undang
Pengangkatan Anak yang lengkap dan sejalan dengan kepentingan
masyarakat Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan
perlindungan terhadap anak, sehingga hak-hak anak akan terlindungi dan
kesejahteraan anak akan terjamin.

C. Kata Penutup

Segala puji bagi Allah SWT. berkat rahmat dan karunianya penulis
dapat menyelesaikan penelitian ini. Tanpa karunia dan rahmat yang diberikan
oleh Allah SWT mustahil penelitian ini dapat penulis selesaikan. Ucapan
terimakasih tidak penulis sampaikan kepada para pihak yang telah membantu
menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
namanya namun bukan berarti hal itu mengurangi rasa hormat penulis pada
mereka. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan

bagi para pembaca pada umumnya, amin ya rabbal ‘alamin.
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